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WALI KOTA SIBOLGA

pROvlNs量suMATERA u払恥

pERATURAN wAL量KOTA slBo職A

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 202 1

TEN恥NG RENCANA KER↓A PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN

KOTA SIBOLGA TAHUN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAL工Ko皿slBOLGA,

Menimb劃g : a･ Sehubungan deng孤behta acara hasil pembahas紬opD

dengan komisi terkait DPRD Kota Sibolga dan hasil

fasilitasi RKPD Perubahan Kota Sibolga Tahun 2021 oleh

Bappeda Provinsi Sumatera utara, perlu disusun Rencana

Kelja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD.P) Kota

Sibo獲ga Tahun 2021;

b･ bahwa berdas鉦k狐pe正mb狐gan sebagaimana dimaksud

pada humf a) perlu menctapk弧　Peraturan wan

Kotatentang Rencana Kerja Pemenntch Daerah Perubahan

Kota Sibolga Tahun 202 1 ;

Mengingat : 1･ Undang-Und孤g Nomo｢ 8 D乱丁血un 1956 tent紬g

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (I,embaran

Negara Repub膿k　量ndonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2･ Undang-Und紬g Nomor　28　Tahun 1999　tentang

Penyelen籠araan Negara y紬g Bersihdan Bebas Dan

Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Irembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Ta臆mbah紬

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

3･ Und紬g-Und紬g Nomor 17 Tahun 2003 tentmg Keu劃g孤

Negara (Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun 2003

Nomor　47, Tambahan I,embaran Negara Republik

hdonesia Nomor 4286);



4･ Undang-Und劃g Nomor 2与Tahun 2004 tent紬g Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Repub重ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambah紬

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

5･ Und紬g-Und狐g Nomor　33　Tahun　2004　tent紬g

Pehmb紬gan Ke u angan An tara Pemehntah

Pusatdanpemerintahan Daerah　(Ijembaran Negara

Republik　萱ndonesia Tahun　2004　Nomor　126,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6･ Und紬g-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana

Pemb紬gunan Jangka Pa刊ang Nasional　2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No皿or 4700);

7･ Undang-Und紬g Nomor 12　Tahun　2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perun clang-undangan (Lembaran

Negara Republik　看ndonesia Tahun　2011 Nomor　82,

Tanbahan Lembaran Negara R��V&ﾆ夢���W6���踐ﾖ� 

5234);

8･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tent狐g

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

暮ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor　5587) sebaga王mana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 201 5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomo｢ 23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik量ndonesia Nomor与679);

9･ Peraturan Peme轟ntah Nomor 71屯hun 2010 tent劃g

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Repub獲ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10･ Peraturan Peme正ntah Nomo｢ 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

RepubⅡk事ndonesia Tahun 2019　Nomo｢ 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

Ill Peratu｢a皿　打esiden Nomor 18　Tahun　2020　tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keu狐g劃　Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Mente正Dalam Nege正N omor 21 Tahun　2011 tentang

Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteh Dala皿Negeh

Nomor 13　Tahun　2006　tentmg Pedoman Pengelolaan

Keuang紬　Daerah (Be正ta Negara Republik hdonesia

Tahun 2011 Nomor 310);
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13･ Peraturan Mente五Dalam Negeh Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pemb紬gunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

R狐cang紬　Peratu｢an Daerah Tentang Rencana

Pemb紬gunan Ja皿gka Pa叫ang Daerah danRenc孤a

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Se巾a Tata C狐a

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Renc紬a Pembangunan JangkaMenengah

Daerah, dan Renc孤a Ke宣ja Peme正ntah Daerah (Berita

Nega｢a Repub重ik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);

14･ Pera亡u｢an Mente正Dal劃Nege轟Nomor 40 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Rencam Ke亘a Pemehntah

Daerah tahun 2021;

15･ Peraturan Menteh Dalam Nege正Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusun孤Anggaran Pendapatan dan

Bela巾a Daerah tahun 2021;

16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010

tentang Rencana Pemba皿gunan Jangka Pa可ang Daerah

Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);

17･ Peraturan Daerah Kota SibolgaNomorlo Tahun　2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Bela垂a Daerah Tahun

Anggaran 202 I ;

M甘MUTUSKAN:

Mene血pkan : PERATURAN WAL萱　KOTA TENTANG RENCANA KERJA

pEMERIN船H DAERAH PERUBAHAN KOTA s工BOLGA TAHUN

2021.

BAB暮

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wall Kota iniブyang dimaksud deng狐:

1･ Daerah adalah Kota Si比獲ga.

2･ Peme止ntah Daerah adalah kep血a daerah sebagai unsure

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sibolga yang

memimpin pelaksana餌u調san peme正ntahan yang me調adi

kewenangan dae｢ah otonom.

3･ Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga,

4･ Renc孤a Ke直　Pembangunan Daerah Pembahan yang

selanjutnyadisingkat RKPD.P adalah Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Pembah紬Kota Sibolga Tahun 202 1.

与･ Ke噂akan Umum APBD y紬g sela可utnya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat ke坤akan bidang

pendapatan, belanja da.n pembiayaan serta asumsi yang

mendasa正untuk pe五〇de 1 (satu〉 tahun.

6　Pnontas .



6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah progr劃p五〇正也s dan patokan batas

maksimal an幾組紬　yang dibe正kan kepada Perangkat

Daerah untuk se亡iap program sebagai acuan dalam

penyusun紬rencana ke宣ja d紬孤ggaTan pe｢angぬt daerah

7. Kebijakanumum Anggaran Perubahan yang selanjutnya

disingkat KUA-P adalah kebijakan umum anggaran

pcmbahan Peme正ntah Kota Sibolga･

8･ Organisasi Perangkat Daerah yang sela叫u血ya disebut OPD

ad瓢ah organisasi perangkat daerah di Lingkungan

Peme正ntah Kota Sibolga y紬g terdih dan Sek｢etahat,

Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kantor di Lingk皿gan

Peme正ntah Ko血Sibolga.

9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat P.APBD adalah Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun 202 1.

BAB11

KEDUDUKAN

Pasal2

(1) RKPD･P adalah dokumen perencanaan pemb狐g皿孤Kota

Sibolga untuk pe五〇de 1 (satu)屯hunya itu tahun 2021

terhitung mulai tanggal 1 Juli dan sampai dengan tanggal

31 Desember 2021.

(2) RKPD･P seba臆gaimana dimaksud pad aaya亡(1) mempakan

landasan penyusunan Pembah劃KUA dan PPAS untuk

menyusun P､APBD Tahun 2021.

(3) RKPD･P sebagaim劃a dimaksud pada ayat (1) menguraik紬

perubahan program dan kegiatan yang ak紬dilaksmakan

pada Tahun 2021.

Pasal 3

(1) RKPD･P merupak紬acuan d紬pedom紬bagi OPD dalam

menyusun Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun

2021.

(2) RKPD.P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

kerangka ekonomi dae｢ah ,　p五〇五亡as- p五〇htas

pemb紬gunan daerah, rencana keエゴa terukur dan rencana

pendanaan nya.

(3) RKPD･P sebaga王mana dimaksudロ岨da ayat (2) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peratu重an Wali Ko血ini yang

merupak肌bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan

Wali Kota ini.



BAB萱量1

KETENTUAN PENUTUP

Pasd4

Pera亡ur劃　Wali Kota ini mulai be｢laku pada tan製al

diund紬gkan.

Ag紬　se亀ap or紬g mengetahuinya,　memehntahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Be正a Daerah Kota Sibolga･

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 15 September 2021

WALI KOTA S暮BOしGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diund皿gkan di Sibolga

pada tanggal 15 September 2021

S巴KRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto

MHD. YUSUF BATUBARA

BBRI恥DAERAH KOTA slBOしGA TAHUN 2o2i NOMOR 336


